BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis merumuskan

kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1

Pada pokok perkara putusan Nomor Nomor 815/K/Pdt.Sus/PHI1/2016
Pengadilan Mahkamah Agung yang seharusnya perlindungan hukum
yang didapatkan oleh pekerja/buruh yang mengalami PHK akibat
adanya dampak dari digitalisasi terdapat dalam Pasal 164 Ayat (3)
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dengan perlindungan hukum berupa pemberian uang pesangon,
pemberian uang penghargaan atau uang jasa selama masa kerja
pekerja/buruh, dan pemberian hak ganti rugi terhadap Pangestu,
Samsudin, Agus Yulianto, Suparman, Deni Alisandi atas akibat dari
adanya PHK tersebut

Putusan Nomor Nomor Nomor 815/K/Pdt.Sus/PHI/2016 Pengadilan
Mahkamah Agung yang seharusnya majelis hakim yang memeriksa
pada perkara ini menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi
PT. Wira Wisata Indah- Hotel Royal Legal Jakarta, pemutusan
hubungan kerja oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah karena
alasan efisiensi, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 164
ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, adalah adil
Pemutusan Hubungan Kerja disertai dengan kompensasi pesangon 2
kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja
sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak
sebagaimana Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun
2003 serta upah proses 6 (enam) bulan upah, sesuai Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan

Rumusan Kamar Mahkamah Agung.
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5.2. Saran
Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran pada
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1 Putusan hakim bisa mengembalikan hak-hak karyawan terhadapa
pemutusan hubungan keja yang dimana peraturan perusahaan tidak
boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang ketenagakerjaan.

Diharapkan hakim memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam keputusan
terutama yang menyangkut dengan perkara Pemutusan Hubungan Kerja karena menyangkut
ketenagakeerjaan yang notabenenya adalah masyarakat golongan kecil/ menengah dari
aspek sosial dan
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